BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1431, 2016 KEMEN-DPDTT. Benturan Kepentingan.
Penanganan.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata
kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan
kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi perlu disusun pedoman
untuk menangani benturan kepentingan di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Penanganan Benturan
Kepentingan di  Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
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Mengingat

Menetapkan

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana
penyelenggara negara di lingkungan Kementerian
memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi
terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat
mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau
tindakannya.

2. Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementerian
adalah pegawai yang berpotensi memiliki benturan
kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pejabat,
perencana, pengawas, pelaksana pelayanan publik, dan
pejabat lain yang diangkat Menteri dengan dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini yaitu:
a. sebagai acuan bagi Penyelenggaran Negara di
Lingkungan Kementerian dalam mengenal, mencegah
dan mengatasi benturan kepentingan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya;
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b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah
terjadinya kerugian negara;
menegakkan integritas; dan

d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih

dan berwibawa.

BAB 1
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 3

Bentuk benturan kepentingan yang terjadi di Kementerian:

a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan
hadiah atas suatu keputusan/jabatan;

b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan
pribadi/golongan;

c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan
pribadi/golongan;

d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;

e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur
karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang
diawasi;

f. penyalahgunaan jabatan; dan/atau

g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Pasal 4

Jenis Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan
dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

b. pemberian izin yang diskriminatif;

c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan
dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;

d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang
tidak profesional;

e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
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